BAB V

PENUTUP

51 Kesimpulan

1. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja/buruh dengan
pengusaha melalui mediasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Gorontalo selama ini pada dasarnya telah berjalan sesuai ketentuan-ketentuan
yang menjadi pedoman atau pegangan mereka namun berjalan kurang efektif.

2. Hambatan mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial

adalah sebagai berikut ;

Hambatan internal antara lain :

1. Pegawai mediator hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Gorontalo masih berstatus staf atau memegang
jabatan struktural yang seharusnya memegang jabatan fungsional agar fokus
dalam melakukan mediasi kasus perselisihan hubungan industrial.

2. Belum adanya tempat atau ruangan yang memadai di Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo untuk pelaksanaan sidang mediasi,
sehingga pelaksanaannya hanya menggunakan ruang kepala bidang.

3. Kurangnya dukungan anggaran melalui APBD.

4. Kurangnya pegawai mediator hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo

52



Hambatan eksternal antara lain :

1. Kurangnya pendampingan terhadap tenaga kerja oleh serikat pekerja/serikat
buruh dalam kasus perselisihan hubungan industrial, disebabkan tenaga
kerja bukan merupakan anggota serikat pekerja..

2. Kurangnya pemahaman para pihak baik dari perusahaan/pengusaha
maupun pekerja/buruh mengenai tahapan-tahapan, proses dan ketentuan-
ketentuan ketenagakerjaan maupun penyelesaian perselisihan hubungan
industrial melalui mediasi.

3. Peraturan perusahaan tidak di buat oleh perusahaan padahal hal ini sangat
membantu para pekerja dalam hal mengetahui hak dan kewajibannya.

4. Salah satu pihak yaitu pengusaha kadang tidak dapat membawa bukti-bukti
yang diperlukan dan keputusan yang akan di ambil selalu meminta
persetujuan pimpinan pusat.

5. Sulit menghubungi para pihak, terutama pihak pengusaha sulit untuk di

panggil dalam menghadiri sidang mediasi.

5.2 Saran

Adapun saran yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Perlu adanya upaya sosialiasi yang komprehensif dan berkesinambungan
tentang  Peraturan  Perundang-undangan yang terkait dengan
ketenagakerjaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial

khususnya melalui mediasi kepada Pengusaha dan Pekerja
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2. Perlu adanya pembenahan sistem penegakan hukum ketenagakerjaan baik
itu yang terkait dengan SDM Aparat, Sarana dan Prasarana, maupun
peningkatan kesadaran masyarakat khususnya pekerja dan pengusaha demi
teruwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan jumlah produksi yang
meningkat.

3. Perlu adanya penambahan atau perekrutan pegawai mediator agar dalam

menyelesaikan kasus lebih idel dan efektif.
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